
毒:

isA劇Ⅳ i

wALI Ko皿s工BOLGA

pROv量Ns工suMATERA u皿RA

pERATu孤N wAしI KOTA SIBOしGA

NOMOR ioo船HUN 2022

TBNTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPHN PEGAWAI NEGER賞SIPIL

D重しINGKUNGAN pEMERIN皿H KOTA s重BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Mcni皿bang : a. bahwa d血a皿　r孤gka　皿ew可udkan Pegawai Nege正　Sipil

yang handal, profesional dan bermoral, serta dengan telah

ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

6　Tahun　2022　tentang Peratur紬　Pelaksanaan Peraturan

Peme正ntah No皿or 94 Tahun 2021 tentang Disipl血Pegawai

Nege正Sipil, pcrlu mengatur lebih la可ut mcngenai pedoman

pelaksanaan disiplin Pegawa王　Nege正　Sip社　di lingkungan

Peme正ntah Kota Sibolga;

b. bahwa berdacarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huⅢf a, pcrlu menetapk狐Pe皿turan Wa血Kota tentang

Pedom狐　Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeh Sipil di

Lingkungan Pemehntah Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom KoぬBesar Dala皿しingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 1956　Nomor　59, Tambahan　しembaran

Negara Republik暮ndonesia Nomor 1092;

2. Undang-Und弧g Nomor　5　Tahun　2014　tentang Ap釘atur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014 Nomor　6, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Ta血un　2014 Nomor　244, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun　2020　tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara

Repub止k暮ndonesia Tahun　2020 Nomor 245･ T狐bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peratur紬　Peme轟ntah Nomor 11 Tahun　2017　tentang

Manajemen Pegawai Negeh Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik工ndonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

deng孤Peraturan Pemehntah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubaha櫨Atas Peratur狐Pe皿e心ntah No皿or 1 1 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeh Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor　68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemehntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipl血

Pegawai Nege正　Sipil (Lembaran Negara Republik　案ndonesia

Tahun 202 1 Nomor 202, Tamba心an Lembaran Negara Republ毘

Indoncsia Nomor 67 18);

6. Peraturan Peme正ntah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya

Adminis廿a寄f dan Badan Per心mbangan Aparatur Sipil Negara

(Lembar劃Negara Republik Indonesia Tahun 202 I Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

7. Peraturan Badan Kepegawai狐Negara Nomor 6 Tahun 2022

tent狐g Peratur劃Pelaksana紬Peraturan Pemehntah Nomor

94 Tahun 2021 tentang Disipl血Pegawai Nege正Sipil (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAL獲　Ko恥　　　TEN皿NG PEDOMAN

PELAKSANAAN D萱SIPLIN PEGAWA重NEGERI S量P重L DI L重NGKUNGAN

pEMERINTAH Ko皿SIBOLGA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal狐Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.

2. Peme正ntah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemehntahan Daerah yang memimpin pelaks紬aan umsan

pemehntahan yang皿e巾adi kewena皿gan daerah otonom･

3. Wali Kota adalah Wall Kota Sibolga.

4. Sekretahs Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

与. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daera血　dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Badan Kepegawa王an Daerah yang sela垂utnya disingkat BKD

adala血Badan Kepegawaian Daerah Kota Siholga.

7. Pegawa王Nege正Sipil yang sela巾u血ya disingkat PNS ad血ah

warga negara Indonesia yang me皿enuhi sy紬at te正entu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Nega重a secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan

pemehntahan dan berada di lingkungan Pemehntah
Kota Sibolga,

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan

pengangkatan, pemindah孤, dan pemberhen心an Pegawai

Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Ma皿年iemcn Aparatur Sipil

Negam di instansi pemehntah sesuai deng狐　ketentuan

peraturan perundang-undangan I

9.Pejaba!...



9. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi

wewen紬g me垂atuhk狐hukum紬disiplin kepada PNS yang

melakukan pel紬ggaran disip重in.

10.Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaa心

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peratur劃pe則ndang-undang狐.

11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di

dalam maupun di luar kantor.

12.Pelanggar紬　Disiplin adalah se心ap ucapan, tulis狐, a屯u

perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau

melanggar la則gan ketentuan Disip虹n PNS, balk yang

dilakuka皿di dalam maupun di luarjam ke寄a.

13.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan

oleh P匂abat yang berwenang menghukum kepada PNS karena

melanggar peraturan Disiplin PNS.

14. Upaya Adminis廿a償adalah proscdur yang dapat ditempuh ○○eh

PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang

d主jatuhkan kepadanya.

15.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan

turunnya harkat, ma轟abat, ci廿a, kepercayaan, n狐a balk

dan/atau menggangg叫kel弧caran pelaksanaan tugas Pe則gkat

Daerah, ins屯nsi, din/ atau pemer血tah/negara.

BAB1量

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Peratur劃Wali Kota ini be允可uan :

a. sebagai pedoma皿　dala皿　penegakan disiplin PNS di

Lingkungan Peme正n屯h Kota Sibo重ga dcngan ber〇五entasi

pada peningkat紺　　地neエゴa dan pclayanan kepada

masyarakat;

b. menjamin kete轟iban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan

血ngsi PNS;

c.　meningkatkan虹neヰa dan kualitas PNS; dan

d. men血gkatkan tangg叫ngjawab PNS.

Pasal 3

Ruang Ⅱngkup pengaturan Peratur狐Wali K〇日ini meliputi :

a.　kewajiban dan larangan;

b. Hukum紬Disiplin;

c.　Pejabat yang Berwenang Menghukum;

d. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan

penyampaian keputus紬Hukuman DisipⅡn;

e. berlakunya keputusan Huku皿an Disip重in, hapusnya kew年jiban

menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak kepegawai紬;

f.　pendokumentasi劃Hukuman Disiplin; dan

9. pengawasa皿dan pembinaan･



BAB量1暮

KEWA｣事BAN DAN払RANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

( 1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

(2) Ketentu紬sebagai皿a dimaksud pada aayt (1〉 berlaku baik di

dalam mamupun diluar｣am ke寄a.

Bagian Kedua

Kewaj iban

Pasal 5

(1) Se也ap PNS wajib :

a. se心a dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasa重　Negam Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, d紬Pemehntah;

b. menjaga persatu餌d紬kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebjjakan yang ditetapkan oleh pejabat

peme正ntah yang berwenang;

d. menaa心ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

kej ujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

f. menu可ukkan　血teg正tas cla皿　keteladanan dalam sikap,

pe正laku, ucapan, dan dndakan kepada setiap orang, baik di

d血am maupun di luar kedinasan;

雲. menyimp紬rahasia jabatan d紬hanya dapat mengemukakan

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undanga皿; dan

h. bersedia ditempa吐an di selumh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(2) Selain memenuhi kewajiban sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1),

PNS wajib :

a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS;

b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji jabatan;

c･ menguta皿ak紬　keロent心gan negara dahpada kepen寄ngan

phbadi, seseor紬g, dan/atau golongan;

d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila

mengetahui ada hal yang dapat me皿bahayakan ke劃anan

negara atau merugikan keuangan Negara;

e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan ;

f. masuk ke亘a d紬menaa寄ketentuanjam ke寄a;

g･ menggunak狐dan mcmeliham barang milik dae丁ah dengan

sebaik-baiknya;

h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi; dan

i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ke也ga

止rangan

Pasal6

Se寄ap PNS dilarang :

a. meny確ahgunakan wewenang;

b. me可adi per紬tara untuk mendapa此an keuntung孤phbadi

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang

lain y紬g diduga teヰadi kon組ik kepentingan dengan jabatan;

c. me垂adi pegawa王atau beke寄a untuk negara lain;

d. beke重ja pada lembaga atau organisasi intemasional tanpa

i乙in atau t紬pa ditugaskan oleh PPK;

e. bcke重ja pada perusahaan asing, konsultan as血g, atau

lembaga swad争ya masy狐akat asing kecuali ditugaskan oleh

P匂abat Pe皿bina Kepegawaian;

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,

atau memi可a皿kan barang ba毘bergerak atau也dak bergerak,

dokumen, aねu surat berharga mil址negara secara tidak sah;

9. melakuk紬pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

i. be正indak sewenang-wen紬g terhadap bawah紬;

j. menghalan密書be宣jalannya tugas kedinasan;

k. mene正ma hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau

peke重j aan ;

1. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

in. melakuk和正ndaka皿atau亀dak melaku血n仕ndakan yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

n. membe正ka皿　dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Ⅲesiden, calon Kep瓢a Daerah/Wa出I Kepala Daerah, calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan

Pervakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dengan cara :

1. ikut kamp紬ye;

2. menjadi peserta kanpanye dengan menggunakan atribut

pa血i a屯u a血ibut PNS;

3. sebagai peser自kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4. sebagal peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas

ne8ara;

5. membuat keputusan dan/ atau tindakan y紬g

menguntungkan atau merugikan salah s捻tu pasangan calon

sebelum, selama, dan sesudah nasa kanpanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada kebe町ihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama, d紬sesudah masa k狐panye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam Hngkung紬Perangkat Daerahnya･

anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau

7. memberikan surat dukungan disertal fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk･



BABIV

HUKUMAN DISIPHN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal7

(1〉 PNS yang轟dak menaati ketentu紬sebagaim狐a dimaksud

dalam Pasal 5 d孤Pas瓦6 dijatuhi Hukuman Disiplin･

(2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PNS yang bempa ucapan,
tulis紬, atau perbuatan PNS balk dilakuk劃di dalam maupun

di luar j狐ke重ja (坤atuhi Hukuman Disip脆n･

Bagi狐Kedua

Tingkat d紬Jenis Hukum狐

ParagraJ 1

Umum

Pasal8

(1) Tingkat hukuman disiplin terdi正da轟:

護憲講‡謹直
(2) Jenis hukum紬dis車1in轟ng紬sebagaim孤a dimaksud pada

ayat (I) huruf a, te｢di正dah :

a. teguran lisan;

b. tegur紬te競uHs; a屯u

c･ pemyataan tidak puas sec紬a te轟ulis･

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) huruf b, terdi正da轟:

a. pemotongan tunjang紬瞳neエゴa sebesar 25% (dua puluh

lima persen) selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinelja sebesar 25% (dua puluh

lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

c. pemotong狐tu可ang組曲ne亘a sebesar 25% (dua puluh

lima persen) selama 12 (dua belas) bul劃･

(4) Jenis hukuman disiplin berat scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) humf c, terdih dad:

a. pemrun紬jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua

belas) bul紬;

b. pembebasan d狐i jabatannya me可adi jaba亡an pelaksana

selama 12 (dua belas) bulan; din

c. pemberhentian dengan homat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS･

励γagrclf2..



Pa重a餌af 2

Hukuman Disiplin Ringan

Pasal9

(1) Hukuman Disiplin hngan dijatuhkan kepada PNS yang :
a. melanggar keajiban yang memiliki dampck negatif pada

Unit Ke重ja yang bempa :

1･ melaks狐ak紬　keb主jak紬　ya皿g ditetapk劃　oleh

p匂abat peme正ntah yang berwen紬g;

2･ menaa心keten血an peratur狐pemnd紬g-undangan;

3･ mclaksanakan tugas kedinas劃　dengan penuh

pengabdian,　kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab;

4･ menu巾ukkan integ正也s dan keteぬdanan dalam sikap,

pe五重aku, ucap劃, dan tindakan kepada se債ap orang,

baik di dal劃maupun di luar kedinas狐;

5･ menyimpan rahasia jabatan din　h劃ya dapa亡

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan

6･ bersedia ditempa亡k紬　di　舗1umh w櫨ayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b･ tidak mcmenuhi ketentu孤, yang memiliki dampak nega亡if

pada unit kelja :

1 ･ mengut劃akan kepen寄ngan negara dahpada

kepen心nga皿　phbadi, sese○r紬g, dan/atau golongan;

2. menggunak紬　dan memeliha重a barang-barang milik

Negara deng狐sebaik-baiknya; dan

3. membe正k紬　kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi.

c.心dak memenuhi ketentuan Masuk Ke重ja dan menaati jam

ke重ja, yang berdampak pada Unit Ke重ja, deng狐ketentuan

sebagai behkut :

1. PNS yang ddak Masuk Ke重ja tanpa alasan yang sah

selama 3 (tiga) hari keエゴa dalam 1 (satu) tahun beljalan

i坤atuhi Hukuman Disiplin bempa tegu則hsan;

2. PNS yang tidak Masuk Kelja tanpa alasrm yang sah

sel- 4 (tempat) campai dengan 6 (enan) hari kelja
dalan 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin

berupa teguran te巾ulis; dan

3. PNS yang tidak Masuk Kelja tanpa ala瀬n yang sah

selama 7 (tujuh) sanpai dengan 10 (sepuluh) hari kelja

dalam I (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin

berupa pemyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin　正ng弧　d主jatuhk劃　kepada PNS yang

melanggar larangan yang memiliki dampak negative pada Unit

Ke寄a yang berupa :

a. memil亜, me可ual, membeli, menggada土kan, menyewakan,

atau mem埋amkan b紬ang baik bergerak atau tidak

bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara

tidak sah;

b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan

d. menghalangi be轟血annya tugas kedinasan･

P伽agrq手3･一



Paェagraf 3

Hukuman Disip重in Sedang

Pasal10

( 1) Hukuman Disiplin sedang d主jatuhkan kepada PNS yang :

a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa yang memili虹　Dampak Nega心f pada Unit Ke重ja

dan/ atau instansi PNS yang bersangkut弧･

b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada

instansi PNS yang bersangkutan y狐g bempa :

1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat

pemehntah yang berwenang;
2. menaati ketentu紬peratman perundang-undangan;

3. melaksanak狐　tugas kedinasan yang dipercayakan

kepada PNS deng狐　pcnuh pengabdian, k句中uran,

kesadaran, dan tanggung jawab;

4. menunjukkan血teg正tas dan keteladan紬dalam sikap,

pe正laku, ucap紬, dan tindak紬kepada se心ap orang, baik

di dalam maupun di luar kedinasan;

5.皿cnyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan

pe｢aturan perundang-undangan; dan

6. bersedia ditempatkan di selumh w組ayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

c.心dak memenuhi ketentuan :

1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa

alasan yang sah;

2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan

tanpa alasan yang sah; dan

3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

be重wenang bagi　両abat adminis廿ator din　p匂abat

血ngsional.

d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiljki dampak negative

pada instansi yang bersengkutan :

1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

p正badi, seseorang, din/atau golongan;

2. melaporkan deng紬　segera kepada atasamya apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahayakan

keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

3.皿enggunakan dan memel血ara bar紬g置ba｢紬g milik

negara dengan sebaik-baiknya; dan

4. me皿be正kan kesempatan kepada bawahan untuk

皿engembangkan kompetensi

e.宜dak memenuhi ketentuan Masuk Ke寄a dan　rnenaa寄

ketentuan jam ke重ja deng紬ketentuan sebagai be正kut :

1. PNS ymg也dak Masuk Ke重ja tanpa心asan yang sah

selana 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari

kelja dalam 1 (satu) tahun beljalan dijatuhi Hukuman

Disiplin bempa pemotongan tu両angan嵐ne寄a sebesar

25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa ala組n yang sah

selama 14 (empat belas) campai dengan 16 (enam belas)

hari ke寄a dalam I (satu) t血un beljalan dijatuhi

Hukuman Disiplin bempa pemotong狐tu中細gan k血e車a

sebesar 25% (dua puluh lima persen) sela皿a 9 (sembilan)

bulan; dan

3.PNS...



3. PNS yang心dak Masuk Ke宣ja tanpa瓢as紬yang sah

selama 17 (t可uh belas) sa皿pai dengan 20 (dua puluh)

hah ke重ja dalam 1 (sa叫　tahun be亘alan　《坤atuhi

Hukuman Disiplin berupa pemotongan tu可angan k血e重ja

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua

belas) bulan

(2) Hukuman Disiplin sedang (埴a血hkan kepada PNS yang

melanggar ketentuan larangan :

a･ yang memil亜　dampak negatif pada instansi yang

bersangkutan, yang berupa :

1. memiliki,　menjual,　membeli,　menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik

bergerak atau tidak be｢gerak, dokumen atau surat

berharga milik Negara secara心dak sah;

2. melakukan kegiatan yang mcmgikan negara;

3. bcrt血dak sewenang-wenang terhadap bawahan;

4. melakukan　心ndakan atau tidak melakukan　心ndakan

yang dapat mengakiba此an kerugian bagi yang dila〕｢ani;

dan

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memili血

Dampak Negatif pada Unit Keヰa dan/atau instansi yang

bersangkutan; din

c. membe轟kan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil

Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye

dengan menggunakan atribut partal atau athbut PNS.

Paragraf 4

Hukum劃Disiplin Berat

Pasal11

(1〉 Hukuman Disiplin berat (埴atuhkan kepada PNS yang :

a. melangg紬kewa｣iban se也a dan taat sepenuhnya kepada

Pancasila din　Undang-Undang Dasar Negara Republik

萱ndonesia Tahun　1945, Negara Kesatuan Republik

lndonesia, dan Peme轟ntah, yang memil亜Dampak Nega寄f

pada Unit Ke寄a, instansi, dan/atau Negara･

b. melanggar kewajiban yang memiliki Danpak Negatif pada

negara yang be｢upa :

1. me可aga persatu紬d紬kesatuan bangsa;

2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat

peme正ntah y狐g be｢wenang;

3. menaa寄ketentu紬pcraturan perundang-undang紬;

4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

5. memnjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

pehlaku, ucapan, d紬t血dakan kepada se竜ap orang,

ba肱di dalam maupun di luar kedinas紬;

6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-und紬g劃　temasuk

menjunjung tinggi kehomatan negara, pemerintah, dan

martabat PNS; dan

7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia･

c.寄drた...



c.心dak memenuhi ketentuan, y紬g memili曲Dampak Nega蘭

pada negara dan/atau peme正ntah y劃g bempa :

1 , mengutamakan kepen心ngan negara dahpada

kepentingan phbadi, seseorang, din/ atau golongan ; dan

2. melaporkan dengan segera kepada a屯s劃nya apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahayakan

keamanan negara atau memgik餌keu弧gan negara･

d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan

kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan yang dilakukan p�ｦ�&�@

pi皿pinan心n籠i d狐pqiabat lainnya･

e.心dak memenuhi ketentuan Masuk Ke重ja dan menaa寄

ketentuan j弧ke重ja deng紬ketentuan sebagai be轟kut :

1. PNS yang也dak Masuk Ke重ja tanpa alasan yang sah

selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua

puluh empat) hari ke重ja dalam 1 (satu) tahun be重jalan

dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan

setingkat lebih rendah selana 12 (dua belas) bulan;

2. PNS yang tidak Masuk Ke寄a t狐pa alasan yang sah

selama 25 (dua puluh lima) s劃pa王dengan 27 (dua

puluh tujuh) hari kelja dalan 1 (satu) tahun beljalan

d竜atuhi Hukuman Disiplin bempa pcmbebasan dan

jabatannya menjadi Jabatan Pelaksrma selama 12 (dua

belas) bulan;

3. PNS yang tidak Masuk Kelja tanpa alasan yang sah

selana 28 (dua puluh delapan) hari kelja atau lebih

dalam 1 (satu) tahun be重j瓢an (埴atuhi Hukuman Disiplin

beⅢpa pemberhen竜an deng紬　ho皿at　仕dak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; dan

4. PNS y紬g亀dak Masuk Ke重ja tanpa alasan yang sah

secam tems血cnerus selma 10 (sepuluh) hah ke寄a

(坤a亡uhi Hukum狐　Disipl血　bempa pemberhcndan

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagal

PNS

f. tidak memenuhi ketentuan men○○ak segala bentuk

pembehan y劃g berkaitan dengan tugas dan血ngsi kecu瓢i

penghasilan sesuai dengan keten巾紬peraturan perundang-

undangan.

(2) Hukuman Disiplin be｢at (拘atuhkan kepada PNS yang

melanggar larangan yang bempa :

a. meny瓢ahgunak餌wewenang;

b. me巾adi perant紬a untuk mendapa庇an keuntungan phbadi

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan

orang lain yang diduga te寄adi kon組ik kepen仕ngan dengan

jabatan;

c. mc垂adi pegawai atau bekc轟a untuk nega輪lain dan/atau

lembaga atau organisasi intemasional tanpa izin atau tanpa

ditugaskan oleh PPK;

d. beke寄a pada perusahaan asing, konsultan asing, atau

lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh

PPK;

e. yang memi重iki Dampak Negatif pada Negara din/atau

peme轟ntah yang bempa :

1 , mem細道,　me可ua重,　membcli,　皿enggadaikan

menyewakan. atau meminjamkan barang-barang b瓦k

bergerak atau tidak bergerak, dokumen, a屯u surat

berharga milik Negara secara仕dak sah; dan

2. melakuk劃pungutan出1uar ketentuan･

Jmenen’ma..



f. mene正ma hadiah yang berhubungan deng紬　jabatan

dan /a亡au peke重jaan;

9.皿e皿inta sesuatu y狐g berhubungan dcngan jabatan; dan

h. membe正kan dukungan kepada calon Hesiden/Wakil

Presiden, c血on Kepala Daerah/Wa血1 Kepala Dae重ah, c血on

anggota Dewan Perwa嵐lan Rakyat, calon anggota Dewan

Perwaぬ血n Daerah, a自u calon anggo屯Dew紬Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara :

1. sebagai pese血　kampanye dengan　皿engerahkan PNS

la上n;

2･ sebagai pese巾a kampanye dengan皿enggunak紬ぬsilitas

ne8a重a;

3. membuat kcputus劃　dan/atau t血dakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon sebelum, selama, d肌sesudah masa k劃pa叫γe;

4. mcngadakan kcgiata皿　yang mcngar瓢I kcpada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

peser屯　pemilu sebelum, selama, dan sesudah nasa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,

seruan, atau pembehan barang kepada PNS dalam

lingkungan Unit Ke寄貧nya, mggota kclua重ga, dan

masyaraJ祖t; dan/atau

5. memberikan surat dukungan disertal fotokopi Kartu

T紬da Penduduk atau Surat Keterangan Tanda

Penduduk.

Bagian Ke心ga

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal12

Hukum劃　Disiplin r血gan sebagaim紬a di血aksud dalam

Pasal 8　ayat (1) huruf a d主jatuhk狐bagi PNS yang melanggar

ketentuan lar狐gan :

a. memili虹, menjual, membeli, menggadaikan, menyewaka皿,

atau　皿em垂amk狐　barang baik bergerak atau　仕dak

bergerak, doku皿en, a屯u surat bcrh紬ga milik negara

secara心dak sah sebagai皿ana di皿aksud d血狐Pasal 6

humf i, apabila pel狐gga則　berdampak nega址　pada

Perangkat Daerah;

b. melakukan kcgiatan y紬g merug此紬　　negara

sebagaimana dimaksud dalan Pasal　6　huruf h,

apabila pelan幾組an berdampak nega慣pada Perangkat

Daerah;

c. be正indak sewenang-wen孤g terhadap bawahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila

pelan認虹a皿berdampak nega仕f pada Perangkat Daerah;

d. menghalangi beljalannya tugas kedinasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6　humf j, apabila pelanggaran

be血ampak nega仕でpada Perangkat Daerah･

Pasal13

(1) PNS yang tidak Masuk Kerja dan ddak menaati ketentuan jar
ke亘a tanpa alas弧yang sah secam terns menems selama 10

(sepuluh) hah ke重ja, dihen寄k紬　pembayaran gajinya s匂ak

bulan behkutnya.
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(2) Penghentian pembayaran gaji baS PNS yang tidak Masuk Keria
da皿寄dak menaati ketentuan jam ke重ja sebagai皿孤a dimaksud

pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputucan Hukuman

Disiplin.

Pasal14

(1) Pelan謡aran terhadap kewajiban Masuk Keヰa dan menaa心

ketentu紬jam ke重ja dihitung secara kumula請sa皿pa王deng紬

akhir tahun berjalan yaltu mulai bulan Januari sanpai dengan

bulan Desember dalam tahun y狐g bersangkut肌.

(2) Pe垂atuhan Huku皿an Disiplin di心ngka比紬me可adi lebih berat

da正　Hukum孤　Disiplin yang telah (坤atuhkan sebelumnya,

apabila ｣umlah tidak Masuk Ke重ja tanpa粗asan yang sah telah

mencapai jumlah yang telah ditentukan･

BAB V

KBWENANGAN PBNJATUHAN HUKUMAN D賞S量PHN

Pasal15

Wali Kota selaku PPK menetapkan penjatuhan Hukuman

Disiplin ba8i :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya

untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;

b. P匂abat Fungsion血　｣e叫ang Ahli Utama di

lingkung狐nya, untuk jenis Hukuman Disiplin r血gan,

sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat

lebih rendah sela皿a 12 (dua belas) bulan dan pembebasan

da正jabatannya me可adi Jabat紬Pelaksana selama 12 (dua

belas) bul餌;

c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya

untuk jenis Hukum孤Disiplin sedang dan berat; dan

d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli

Utama di lingkungannya untuk jenis Huku皿an Disiplin

berat.

Pasal16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara

be宣wenang me可atuhkan Hukuma血Disiplin :

a.轟ngan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)

t血gkat di bawahnya;

b. sedang bagi PNS di宣ingkungannya yang berada 2 (dua)

心ngkat di bawahnya; dan

c.正ngan din　sedang bagi P句abat Fungsional di

lingkung狐nya.

Pasa量17

( 1) P匂abat Adminis廿ator atau p匂abat lain y劃g setam berwenang

menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

a.轟ngan bagi PNS yang berada I (satu)也ngkat di bawahnya

dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di

lingkungannya; din

b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya

dan bagi PNS yang mendudu虹Jabatan Fungsional jenjang

Ahli Pertama di lmgkungannya.
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(2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kelja

tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat

menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1

(satu)心ngkat di bawahnya･

(3) P匂abat Fungsional je巾ang Ahli Madya sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal18

(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang

menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

a.正ng紬bagi PNS y紬g berada 1 (satu)仕ngkat di bawahnya

dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di

lingkungannya; dan

b. hngan dan sedang bagi PNS di l血gkungannya yang berada 2

(dua)心皿gkat di bawahnya.

(2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kelja

tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat

me可atuhkan Hukuman Disiplin hngan bagi PNS yang berada i

(satu) tingkat di bawahnya,

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dite屯pkan dengan keputus弧PPK

Pasal19

(1) Pejabat yang Bervenang Menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS y紬g melakukan Pelanggaran

Disiplin.

(2) D血am hal P匂abat yang Be｢wen劃g Menghukum sebagaim紬a

dimaksud pada ayat ( i)心dak me可atuhkan Hukum紬Disiplin

kepada PNS yang melakuk狐　Pelanggaran Disiplin, P匂abat

yang Be｢wen孤g Menghukum diiatuhi Hukuman Disiplin oleh

atasannya.

(3) Hukum餌　Disiplin yang　坤atuhkan kepada P匂abat yang

Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bempa jenis Hukuman Disiplin y劃g lebih berat･

(4) Pe可atuh狐Hukum紬DisipHn kepada P匂abat y劃g Be｢wen狐g

Menghukum diしakuk紬secara be重je可ang.

(5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Bervenang
Menghukum yang　cldak me可atuhk紬　Hukuman Disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah

melalui proses peme轟ksaan.

(6) Sclain me可atuhkan Hukuman DisipHn kepada P匂abat yang

Be｢wenang Menghukum, aぬsan da正　P匂iabat tersebut juga

me垂atuhk紬　Hukuman Disiplin terhadap PNS yang

melakukan Pelanggaran Disiplin.

(7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin

menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

(8) Kondisi心dak terdapat P匂abat yang BeⅣenang Menghukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satu肌

organisasi y孤g p匂abatnya lowong.



BAB VI

PEMANGGILAN, PEMER事KSAAN, PENJATUHAN, DAN

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN D量S量PLIN

Bagian Kesatu

Peman蕊il紬

Pasal20

(1) PNS yang diduga melakukan Pclangga即Disiplin, dipan艶il

secara te轟u宣is untuk dipehksa oleh atasan langsung atau仕m

peme正ksa.

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan

Pelanggar孤Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hah

ke重ja sebelum tanggal pemehksaan.

(3) Dalam hal PNS tidck memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), d組akuk紬pem紬ggilan kedua paling

lambat　7 (tujuh) hari ker]‘a sejak tanggal seharusnya yang

bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertana.

(4) Fomat surat p紬ggil孤seba･gaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam La皿piran-Angka i yang mempakan bagian

tidak terpisahkan dad Peraturan Wali Kota ini.

(5) Apabila PNS yang bers狐gkutan tidak hadir pada tanggal

pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum
me可atuhkan Hukum餌Disiplin berdasark孤alat bukti dan

ketera皿gan yang ada tanpa dilakukan peme重干ksaan･

Bagian Kedua

Peme正ksaan

Pas瓢21

( 1) Dalam menentukan tanggal pemeriks貧an, atasan langsung atau

tim peme正ksa harus memperha色kan waktu yang diperlukan

untuk menyampaikan d劃dite轟m劃ya surat panggila皿.

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasrm langsung atau tim

peme轟ksa mempe固ah lebih dahulu dengan seksama se仕ap

laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin

yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan i

(3) Peme正ksaan hanya diketahui din　dihad正　oleh PNS y狐g

dipe正ksa d狐pe皿e轟ksa,

Pas址22

(I) Pemehksaan Pel狐ggaran Disiplin d櫨akuk劃　secam te巾utup

mel瓢ui tatap muka langsung maupun secara五五ual･

(2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang

diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.

(3) Apabila PNS yang dipc轟ksa mempersulit peme正ksa紬, maka hal

tersebut dituangkan dalam be正也　acara pemehksaan dan

me可adiぬktor yang memberatkan untuk bah紬penjatuhan

Huku鵬n Disiplin.

(4) Hasil pemeriksa狐dituangkan dalam be正ta acara pemehksa劃,

yang dibuat sesual dengan contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran-Angka　2　yang merupakan bagian tidak

terpisahk孤dah Peratu重an W瓢i Kota ini.

/5/B����R籵



(5) Behta aca丁a peme轟ksa紬出gunakan sebagai dasar keputusan

Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran

Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

(6) Apabila berdasarkan hasn peme轟ksaan y狐g dⅡakukan a屯san

l紬gsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan

Pelanggar狐Disiplin bcrat, atasan langsung melaporkan secara

hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai

Behta Aca隠Peme正ksa劃untuk membentuk心血pemehksa.

(7) Apabila menumt basil peme正ksaan, temyata kewenang紬

untuk me可atuhkan Huku皿an Disiplin kepada PNS terscbut

merupaka皿kewenangan :

a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung

tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau

b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan

secara hierarki disertal berita acara pemeriksaan dan

lapor狐

c. hasil pemehksaa皿.

(8) contoh format laporan hasil pemehksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dala皿

kmpiran- Angka 3 Peraturan Wa止Kota ini.

(9) Apabila pada behta aca重a pemc轟ksaa皿sebagaimana dimak雷ud

pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap
tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang

dipehksa hams membehtahukan kepada pemehksa, dan

pemehksa wajib memperbaikinya.

(10) Apabila PNS y紬g dipe重王k合a ddak ber8edia men劃d亀t紬g狐i

behta acara pemehksaan, maka cukup ditandatangani oleh

peme正ksa dengan membe轟kan catatan dala皿　behta acara

pemehksaan bahwa PNS yang diperiksa tidck bersedia

menandatangani be正ta acara peme正ksaan tersebut･

(1 1) Berita acara pemehksaan yang tidck ditandatangani oleh PNS

y狐g dipe轟ksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap

dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

( 12) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan behta acara

peme正ksaan ･

(13) PNS yang sedang dalan proses pemeriks盟n karena diduga

melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan

Upaya Adminis廿a心f,血dak dapat dise叫ui untuk pindah

instansi.

Bagian Ke心ga

Tim P卿e轟ksa

Pasal23

(1) Tim pe皿e止ksa dapa亡dibentuk dalam h瓢terdapat Pelan綬狐an

Disiplin yang ancaman hukum狐nya sedang･

(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran

DisipⅡn yang ancaman huku皿紬nya berat･

(3) Kewen狐gan pemben血k紬　t血　peme轟ksa sebagaim紬a

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat

lain yang ditunjuk

Pasal24

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

terdiri dari unsur atasan langsung? unsur pengawasan, dan

unsur kepegawai紬･

(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim

pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
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(3) Susunan也m peme轟ksa terdi正atas :

a. 1 (satu) or紬g Ketua mer紬gkap anggota;

b. 1 (satu) o重紬g Se虹eta正s merangkap anggota; dan

c. paling kurang 1 (satu) orang anggo血･

(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki

jabat劃paling rcndah se轟ngkat dengan PNS yang dipe正ksa･

(5) Apabila dipcrlukan, untuk mendapa亜an keter紬gan yang lebih

lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan

dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, din peme正ksa,

atau P匂abat yang Berwenang Menghukum dapat meminta

keterangan da正pihak la血yang terkait.

(6) Tim peme止ksa bersぬt tempo｢er (Ad Hoc) yang be直ugas sampai

proses pemchksam terhadap suatu dugaan Pelanggaran
Disiplin yang dilakukan se○rang PNS selesai dilaksanakan ･

(7) Contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana

terc狐tum dalam La皿piran-Angka 4 Peratur紬W瓢i Kota ini.

Pasal 25

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin

mendudu龍　jabata皿　Se虹etahs Dae丁ah yang memerlukan

pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa

meliputi :

a, Wali Kota; dan

b. P匂abat di lingkung劃Pemehntah打〇五nsi,

Bagian Keempat

Pembebasan Sementara dad Tugas Jabatan

Pasal 26

( 1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pas血2 1 PNS y紬g diduga melakukan Pelanggaran Disiplin din

kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin beraLt, dapat

dibebaskan semenぬra da正　tugas jabatannya oleh atasan

langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan d血am hal peme正ksaan Pelanggaran Disiplin

mengganggu beエゴal紬nya tugas kedinasan.

(3) Pembebasan sementara dan tugas jabatan sebagaimana

dimaksud pada　争yat (1) dibuat sesuai c○ntoh　め皿at

sebagaimana tercantum d血a皿　しampiran-Angka 5　Peraturan

Wa血Kota ini.

(4) PNS yang dibebaskan sementara dan tugas jaba屯nnya, tetap

Masuk Ke重ja dan dibehkan hak-hah kepegawai紬nya sesuai

dengan ketentuan peratur餌pemndang-undangan〃

Bagian Kelima

Tata Cara Pe巾atuhan Huku皿a皿disiplin

Pasal27

(1) Pejabat yang Bervenang Menghukum menjatuhkan Hukuman
Disiplin berdasarkan hasil pemehksa紬sebagaim紬a dimaksud

dal劃Pasa重22.

(2) Hukuman Disiplin bersぬt pembinaan yang dilakukan untuk

memperb証ki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran

Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak

mengulangi se轟a memperba地　dih pada　皿asa yang akan

datanき.

Pasα128…



Pasal28

(1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang

Berwenang Menghukum wajib :

a. mempel年ja正dcngan teliti hasil pemehksaan;

b. memerha寄kan deng紬seks劃a latar belakang atauぬkto｢-

ぬktor yang mendorong se○rang PNS me重akukan Pelanggaran

Disiplin;

c. menilai hal yang memberatk紬　aぬu mehngankan da｣am

pe巾atuhan Hukuman Disipl血; dan

d. mcnilai da皿pak yang di寄mbulk狐dah Pelanggar紬D王siplin

yang dilakukan.

(2) Dalam keputusan Hukum弧Disiplin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huns disebutkan Pelanggaran Disiplin yang

dilakukan oleh PNS yang bersangkut劃.

(3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-

fcktor yang mendorong serta danpak pelanggaran yang

berbeda,　P匂abat y紬g Berwenang Menghukum dapat

menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

(4) Dalam hal tidck terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum
karena p匂abatnya宣owong, kewenangan me巾atuhkan Hukuman

Disiplin me可adi kewenanga皿p匂abat y紬g lebih宜nggi.

(5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan
keputusan Pejabat yang Bervenang Menghukum, sesuai dengan

c○ntoh fbmat sebagaim孤a tercantu皿dala皿しa皿p止狐-Angka 6

yang皿empakan bagian寄dak tcrpisahkan dan Peraturan Wali

Kotaini.

Pasal29

PNS yang mendudu虹Jaba亡an Fungsion瓢　yang melakukan

Pelanggar紬Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

penurunan jabatan se寄ngkat lebih rcndah selama 12 (dua belas)

bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.　penumnan jabat紬se亀ngkat lebih rendah dimaknai sebagai

penumnan je垂ang jabatan setin容kat lebih rendah;

b.　d瓢am hal Jabatan Fungsional memiHki je可ang keahlian dan

keterampilan, maka penurun紬jabatan se寄ngka=ebih鵬ndah

bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli

Pertama dimaknai sebagal penurunan jabatan menjadi Jabatan

Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia;

c.　dalam hal suatu Jabat紬Fungsional hanya memili虹Kategori

Keahlian, maka PNS yang mendudu虹Jabatan Fungsional

je可ang Ahli Pe轟a皿yang d主jatuhi Hukuman Disiplin berat

berupa penurunan jabatan se寄ngkat lebih rendah selma 12

(dua belas) bul紬　dimaknai sebagai penurunan ke d瓢am

Jabatan Pelaksana dengan kclas jabata皿se心ngkat lebih rendah

da正jabatan scmula.

d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategoh

Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman

Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah

selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke

dalam Jabaぬn Pelaks狐a dengan kelas jabatan se色ngkat獲ebih

rendah dad jabatan semula.

e.PⅣS…



e.　PNS yang mendudu虹Jabatan Fungsiona重je巾狐g Ahli Utama

dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi

Hukuman Disipl王n bempa penurunan jabatan se血ngkat lebih

rendah selama 12 (dua belas) bul紬, maka batas usia

pensiunnya mengiku心　jabatan terakhir setelah y紬g

bersa皿gkut紬d主jatuhi Huku血n Disip重in.

Pasal 30

Dalam hal PNS yang menjalani penuga組n akan dijatuhi Hukuman

Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani

penugasan , pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan

pe可atuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi indu血ya

disertal berita acara pemeriksaan.

Pasal31

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan

perbuatan yang dilakukan tehndikasi melanggar ketentuan

peraturan pemndang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan

pemanggilan, pemerik祖an, dan penjatuhan Hukuman Disiplin

sesuai dengan kctentua皿Peratur弧Wali Kota ini･

(2) Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan

pemnd劃g-undangan pidana sebagaimanadimaksud pada ayat

(I) yang menga貼batkan pembe｢hen心an也dak dengan ho皿at

menurut peratumn pemnd弧g-und紬g紬, mak亀　pmee9

penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap.

Bagi紬Keen劃

Pe轟imbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal32

(1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang
Bervenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian

jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari

Pclanggaran Disiplin･

(2) Dalam hal PNS yang berdas紬kan hasil pemeriksaan temyata

melakukan bcbcrapa Pelan綬狐an Disip脆n, maka kepada PNS

y紬g bersangkutan hanya dapat d担tuhi 1 〈satu) jenis

Hukuman Disiplin yang terberat sete量ah mempe血mbangkan

pelanggaran yang dilarfukan.

(3) PNS y紬g pemah d車tuhi Hukuman Disiplin･ ke皿udian

melakuk紬Pelan認a則Disiplin y劃g sぬtnya sama, kepadanya

dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman

Disiplin terakhir yang pemah dijatuhkan kepadanya.

(4) Ketentu狐sebaga血紬a dimaksud pada ayat (5)心dak berlaku

bagi Pelan幾組狐Disiplin仕dak Masuk Ke賞ja d狐menaati jam

ke寄a･

Pasal33

(1) Pe可atuh紬　Hukuman Disiplin kepada PNS y狐g berupa

penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12

(dua belas) bulan･

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimal{sud pada
ayat (1) mempertimbangkan fomasi jabatan dan kesesuaian

kompetensi yang bers弧gkutan dengan persyarat紬jabatan

/3J肋i血ma7i..



(3) Hukuman Disiplin 〕｢皿g be｢upa penumnan jabatan se也ngkat

lebih renda血　sebagalmana_　dimaksud pada ayat (1) wajib

ditindakla可uti oleh PPK dengan menetapkan keputusan

pengangka屯n dalam jabatan,

(4) PNs yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan

se心ngkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang

didudu龍nya.

(5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan

jabatan setingkat lebih rendah sel狐a 12 (dua bclas) bulan,

maka PNS yang bers紬gkutan心dak se正a me轟a kembali kepada

jabat紬yang semula didudu虹nya.

(6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semu重a,

setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perund紬g-und紬g紬.

(7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa

penumnan jabat紬se竜ngkat lebih rendah sela皿a宣2 (dua belas)

bulan, kemudian diangkat dal劃jabatan semula, setingkat,

atau jabatan laln wajib dilantik dan dianbil sumpah/janjinya.

(8) Hukum劃Disip宣in yang bempa penu｢unan jabat狐se心ngkat

lebih rendah ba由　PNS yang mendudu血Jabatan Pelaksana

merupakan penurunan kelas jabatan sedngkat lebih rendah

dah kelas jabat紬yang didudu胞nya.

(9) Contoh format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

tercantum d血amし劃piran-Angka 7 yang mempakan bagian

缶dak terpisahkan dad Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

(1) Pe巾atuh弧　Hukuman Disiplin berupa pembebasan dan

jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selana 12 (dua

belas) bulan.

(2) Pe可atuhan Hukum紬　Disiplin sebagaim弧a dimaksud pada

争yat (I) mempe正imbangkan　め血asi jabat紬dan kesesua王an

kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan

y狐g ditentukan.

(3) Hukuman Disiplin yang bempa pembebas弧dah jabatannya

menjadi jabaぬn Pelaksana sebagai脚a dimaksud pada ayat ( 1)

w雀jib ditinda血a可u心oleh PPK deng紬menetapkan keputusan

pengangkatan dalam jabatan.

(4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari

jabatannya me可adi Jabatan Pe獲aksana sela皿12 (dua belas)

bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru

yang didudu貼nya.

(5) Setelah me垂心ani Hukum劃　Disiplin pembebasan dad

jaba屯nnya me可adi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas〉

bu重an, maka PNS yang bersangkutan心dak se巾a me轟a kembali

kepada jabatan y紬g se皿ula didudu瞳nya.

(6) Mek紬isme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula,

setingkat, atau jabatan la血dilakukan sesuai dengan ketentuan

peratur孤pemndang- undangan.

(7) PNS yang te重ah selesai me垂心ani Hukuman Disiplin bempa

pembebas狐dah jabatannya mc垂adi Jabatan Pelaksa皿a selama

12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabat紬semula,

setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil

sumpah /ja珂inya.

/8/Hu胤r間n...



(8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasrm dari jabatannya

me可adi Jabatan Pelaksana sclama 12 (dua belas) bul紬bagi

PNS yang mendudu貼　Jabatan Pelaksana mempakan

penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jaba屯田terendah yang

terdapat pada工nstansi te皿pat yang bersangkutan beke寄a. Ses

(9) Contoh format keputucan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran-Angka 8 yang mempakan bagian心dak terpisahkan

dah Peraturan Wa重i Kota ini.

Bagi紬Ket可uh

Penyampaian Keputusan Hukum餌Disiplin

Pasal 35

(1) Penyampaian keputusan Hukuman DisipHn dilakukan oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat laln yang

ditu可uk.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara

te轟ulis PNS yang d主jatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir

menehma keputusan Hukuman Disiplin,

(3) Surat panggilan te正ulis untuk mene正ma keputusan Hukuman

Disiplin dibuat sesuai contoh重bmat sebagaim狐a terc劃tum

dalam I-pira-Angka　9　yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peratu剛Wali Kota ini.

(4) Keputusan Hukuman Disiplin disampalkan secara tertutup oleh
Pejabat yang Belwenang Menghukum atau pejabat lain yang

ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembus弧nya

disanpaikan kepada pejabat lain yang terkait.

(5) Penyampai狐secara tenutup sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) mempakan peny劃paian keputusan Hukuman Disiplin yang

hanya d毘etahui oleh PNS y狐g d主jatuhi Hukuman Disiplin dan

p匂abat yang menyampaik紬, se巾a両abat la血yang terkait.

(6) Penyampaian keputusa宣l Hukuman Disiplin dilakuk紬pa重ing

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman

Disiplin ditetapkan.

(7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir

pada saat penyampaian keputus弧　Hukum紬　Disiplin,

keputusan Hukuman Disiplin di貼正m kepada yang

bersangkut紬.

(8) Pengi正m紬　keputus紬　Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (心ga) hah

keH‘a terhitung sejak tanggal penyampalan keputusan

Hukuman Disiplin出Iakukan sebagaim紬a dimaksud pada ayat

(6主

BAB V重I

BERLAKUNYA HUKUMAN DIS賞PHN, HAPUSNYA KEWAJIBAN

MBNJALANI HUKUMAN DISIPL重N, DAN HAK-HAK

KEPEGAWA重AN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukum紬Disiplin

Pasal36

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15

(lima belas) s句ak keputus紬ditehma.

/2/DαJam...



(2〉　Dalam hal PNS yang坤atuhi Hukuman Disipl正也dak hadir

pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin,
keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada ha正ke亘a ke- 15

(lima belas) terhitung s匂ak tanggal dite正m紬ya keputusan

Hukuman Disiplin y劃g dik正m ke alamat PNS y狐g

bersangkutan

(3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya
Administra寄f baik yang bempa Kebe｢at紬maupun Banding

Administra寄f, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya

Administra寄血ya.

(4) Upaya Administratif sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

und紬g紬yang mengatur mengenai Upaya Adminis廿a寄書

Bagi紬Kedua

Hak-Hak Kepegawai劃

Pasal37

(1) PNS yang d主jatuhi Hukum紬Disiplin bempa pemberhen吐an

dengan homat竜dak alas peminta劃sendih dibehka皿hak-hak

kepegawalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pemberhen仕an dan pensiun PNS.

(2) PNS yang坤atuhi Hukuman Disiplin bempa pemberhen亀an

dengan homat tidak atas perminta餌sendi正也dak dibe轟k紬

kenaikan pangkat pengabdian.

(3) PNs yang untuk kel劃caran pemehksa狐dibebaskan sementara

da正tugas jabatannya karena diduga melakukan Pel狐ggaran

Disiplin berat, tetap Masuk Kelja dan diberikan hak-hak

kepegawalannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan

jabatan, penghas虹an lam, dan患s蘭tas yang dite正ma sebelum

yang bers弧gkutan dibebask弧sementara dad tugas jabatan.

Bagian Ke心ga

Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal38

Penghendan pembayaran gaji PNS yang寄dak Masuk Ke裏ja dan仕dak

menaa寄ketentuan j劃ke重ja tanpa alasan yang sah secara terus

mcnems selama 10 (sepuluh) ha正keヰa dilakukan sebagai behkut :

a. atasan langsung a血u pimp血an Unit Ke亘a dad PNS yang

bers紬gkuta皿, membe証ahukan secara te巾uⅡs kepada Unit

Kelja yang membidangi kepegawaian;

b. Unit Ke重ja yang membid狐gi kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada huruf a melakukan veh鱒kasi dan validasi

terhadap kebenaran data　心dak Masuk Ke寄a dan menaa心

ketentuan jam ke宣ja亡anpa alasan yang sah PNS dimaksud;

c.　hasi獲veh組kasi dan i｢粗idasi sebagaimana dimaksud pada humf

b disa皿pa王kan kepada Hmpinan Unit Ke宣ja atau Kepala Satuan

Ke寄a y紬g me可abat sebagai kuasa pengguna angga丁an sebagai

dasar penghentian pembaya重an gaji;

d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian

pembayaran gaj王　sebagaimana dimaksud pada humf c yang

ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna紬gga重狐;

e.　Dalam hal円mpinan unit Ke宣ja aぬu Kepala satuan Keヰa y紬g

me可abat sebagai kuasa pengguna angga重an mempakan P匂abat

Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran

gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

P｢atama yang membidangi ums餌keuangan; dan

fTafa mrc｣.



I.　Tata cara penghen心an pembaya重an gaji sebagaimana dimaksud

pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah.

BAB V宣重I

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN

D事S賞PLIN

Pasal 39

(1) Untuk menjanin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat

pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap

keputus狐Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya･

(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakm sebagai
salah satu bahan penilaian dala皿　pembinaan PNS yang

bers紬gkut劃.

(3) Pendokumenぬsian keputusan Hukuman Disiplin te血asuk

dokumen pemanggilan, dokumen peme正ksaan, d弧dokumen

lain yang terkait dengan Pel紬ggar狐　Disiplin, diunggah ke

dala皿　sistcm yang te血itegrasi dengan Sistem　工nめmasi

Aparatur Sipil Negara･

(4) Sistem yang tehnteg丁asi deng紬Sistem量n書brmasi Ap紬atur Sipil

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu ID量S BKN

yang dapat diakses melalui laman　履tps.’//凋is.bたri.go.綿dan

dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan

ketentuan pe｢atur紬perundang-und狐gan.

(5〉　Dalam hal PNS pindah insぬnsi, dokumen keputus紬Huku皿紬

DisipHn PNS dik正mkan oleh pimpinan instans=ama kepada

pimpinan instansi baru i

BABIX

PENGAWASAN DAN PEMB萱NAAN

Pasal40

(1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk
melakukan pengawasan dan pe皿binaan di l血gkungan ke宣ja

masing- masing.

(2) Pengawasan dan pemb血aan sebagai皿ana dimaksud pada

ayat (I) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya

secara be重je可狐g.

(3) Kepala Perangkat Daerah melapork紬hasil pcngawasa皿dan

pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian c.q Kepala BKD se也ap　3 (tiga) bulan sek貧Ii

dengan mem紬まねtk狐teknologi infomasi･

(4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum d血am L劃piran-Angka 9 yang merupakan bagian

tidak te重曹isahk狐da正Peratur紬WaⅡ Kota ini･



BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal41

PNS yang me重anggar ketentu劃Peraturan Peme正ntah Nomor

10 Tahun 1983 tent狐g lzin Perkawinan dan Pcrceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　1983　Nomor　13, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik量ndonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah

denganperaturan Pemehntah Nomor　45　Tahun　1990

tent狐g Pembahan alas Pe｢aturan Peme止皿tah Nomor 10

Tahun 1983　tentang量z血　Perkawin紬　dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 6 1 , Tambahan Lcmba重an Negara Republik

Indonesia Nomor 3424) d竜atuhi salah satu jenis Hukuman

Disiplin berat berdasarkan Peratur弧Wali Kota ini.

Pasal 42

(1) Dalam h確PNS yang mendudu貼Jabatan陣mpinan Tinggi,

Jabatan Adm血is廿ator, Jabatan Pengawas, d紬Jabatan

Fungsional d竜atuhi Hukuman Disiplin berupa penumnan

jabatan sedngkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bul紬

atau pembebasan dad jabat紬me可adi Jabatan Pelaksana

selama 12 (dua belas) bul狐, jabat紬nya dapat diisi sesuai

dengan ketentuan peraturan pemndang-und狐gan.

(2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat　(1),　dapat diper心mb紬gkan

mend ud uki Jabaぬn　　剛mpinan Tin ggi ,　Jabatan

Adminis廿ator, Jaba能血Pengawas, atau Jabat狐Fungsional

paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani

Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentu餌peraturan pemndang-undangan.

(3) D瓢am h瓢PNS y紬g mendudu虹Jabatan騨mpinan Tinggi

Hatama dijatuhi Hukum狐　DisipⅡn bempa penurun狐

jabatan set血gkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58

(lima puluh delapan) tahun, ma血PNS yang bersangkut餌

diberhen心kan dengan homat sebaga王PNS dalam Jabatan

Ad ministrator ,

(4) Penurun劃jabatan dah Jabatan曲mpin紬Ⅲnggi Hatama

menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) d組akukan tanpa melalui pengangkat紬dalam

jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

(5) Dalam hal PNS y狐g mendudu虹Jabatan Hmp血an Tinggi

dijatuhi Hukuman Disiplin bempa pembebasan jabatan

menjadi Jabatan Pelaksana sel- 12 (dua belaLs) bulan
dan berusia lebih dah　58 (lima puluh delapan) tahun,

maka PNS y紬g bers劃gkut紬　diberhen心kan dengan

homat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaks狐a.

(6) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi

Hukuman Disiplin bempa penurun紬jabatan se心ngkat

lebih rendah sela皿a 12 (dua belas) bulan atau pembebas弧

da轟jabatan me両adi Jabatan Pelaks紬a selama 12 (dua

be重as) bulan, hams memperha竜k狐ketersediaan jabaぬn

dan kesesuaian kompetensinya

P楓sal 43...



Pasal 43

(1) PNS yang sedang me車軸ani Hukuman Disiplin　宣ngkat

sedang atau　心ngkat berat tidak dapat dipe正imbangkan

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

(2) PNS yang sedang me可al狐i Hukum劃　Disiplin dan

melakukan Pel紬ggaran Disiplin, (却atuhi Hukuman

Disiplin.

(3) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila

yang bers劃gkutan kemudi弧　melakukan Pelanggaran

Disiplin dan d主jatuhi Huku脚Disipl血y紬g lebih berat,

maka Hukuman Disiplin yang d車軸ani sebelumnya

dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan ha皿ya

menjalani Hukum紬　Disiplin yang tera皿ir d主jatuhkan

kepadanya.

(4) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila

yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran

Disiplin d狐d主jatuhi Hukuman Disipl血y狐g lebih轟ngan,

maka PNS yang bersangkuta皿harus me可alani Hukuman

Disiplin yang pe虹ama kali dijatuhkan sampai dcngan

selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir

dijatuhkan kepadanya.

(5) PNS yang dijatuhi Hukuman Disipl血bempa penurunan

jabatan setingkat lebih rendah selama 1 2 (dua be重as) bulan,

pengangkatannya ke dalam jabatan yang barn ditetapkan

dengan keputusan PPK.

Pasal 44

(1) Hasil pemehksa紬unsur pengawas紬dan/a屯u unit yang

mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai

bahan untuk melakukan pemehksa狐　dan/atau

per寄mbang紬untuk melengkapi be正也acara pemc正ksa紬

atau me垂atuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang

diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) D瓢am h血　berdasarkan hasil pemehksaan terdapat

血dikasi penyalahgunaan wewenang yang mcnimbulk狐

kemgian keu紬gan neg狐a,皿aka atas紬langsung atau tim

pemeriksa wajib berkoordinasi dengan a-parat pengawas

intem pemc正ntah.

(3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

亡erbu k也,　aparat pengawas intern peme轟ntah

merekomendasikan PPK untuk melapork紬kepada aparat

penegak hukum.

Pasal 45

(1) Dokumen surat panggilan, be正ta aca輪pcmc正ksaan, dan

bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah

bersifat rahasia.

(2) Keputus紬Hukuman DisipⅡn dapat diinfbmasikan oleh

PPK sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan

yang mengatur tentang keterbukaan infbmasi pub脆k･



Pasa量46

(1) Apabila PNS masih menjalani Hukum紬Disiplin karena

melanggar kewajiban Masuk Keエゴa clan　也dak menaa缶

ketentuan jam ke寄a dan melakukan pel紬ggaran tidak

Masuk Kelja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi

hukuman yang lebih berat d紬sisa hukuman y紬g hams

dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman

Disiplin y紬g baru ditetapkan.

(2) Pe]anggaran terhadap kewajiban Masuk Ker]’a dan menaati

ketentuan jam ke寄a dihitung secara kumula償sampai

dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari

sampai dengan bu量an Desember tahun yang bers紬gkuぬn.

Pasal 47

(1) Dala皿　h血　pada suatu inst紬si peme正ntah terdapa亡

dngkat/eselonisasi ｣aba屯血, penumnan jabatan se心ngkat

lebih rendah dilakukan berdasarkan　寄ngkat/eselonisasi

tersebu t.

(2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Utama diduga
melaku kan Pelanggaran Disiphn ,　peme轟ksaannya

dilakukan oleh menteh yang meng○○rd血asikan atau心m

peme正ksa y紬g dibentuk oleh menteh yang

mcng○○rdin asik弧.

(3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
berkedudukan sebaga王　PPK pada lembaga negara atau

lembaga nons廿uktural diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin, peme正ksaannya dilakuka皿　oleh pimpinan

lembaga negara atau lembaga nons廿uctural yang

bersangku tan.

Pasal 48

(1) Ketentuan Pcraturan Wall Ko岨ini mutatis mutandis

berlaku bagi Calon PNS.

(2) Calon PNS yang d主jatuhi Huku皿an Disiplin tingkat sedang

atau　心ngkat berat, dinyatak狐　色dak　血emenuhi syarat

untuk diangkat me可adi PNS dan diberhent並an dengan

homat aぬu diberhen心kan dengan homat　寄dak aぬs

pe皿inta孤　sendih sebagai Ca○○n PNS sesuai dengan

ketentuan peratur紬perundang-undang狐.

Pasal 49

(1) PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemehntah

dan melakukan Pelanggaran Disiplin, peme正ksa狐　dan

pe垂atuhan Hukum紬Disiplin selain yang be｢upa :

a, pemberhen色an dengan homat也dak a屯s pemintaan

sendi正sebagai PNS; atau

b. penumnan p紬gkat se心ngkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun be重dasark紬　peratur紬　pemndang-

undanga皿yang皿engatur mengenai Disipl血PNS ,

menjadi kew���誚���也7F��6��FVﾗ��B���2���誄

bersangkutan menjalani penugasan.

(2) P匂abat yang Berwenang Menghukum pada inst紬si tempat

PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku

mu血色s mut狐dis dengan ketentuan P匂abat yang

Bervenang Mcnghukum dalam Pcraturan Wali Kota ini.

/3/Daねm...





(3) Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi
Peme正ntah melakukan Pel紬ggar劃Disiplin akan dijatuhi

Hukum紬DisipHn bempa :

a. pemberhen心an deng狐homat tidak atas pemintaan

sendi正sebagai PNS; atau

b. penum皿an pangkat se心ngkat lebih rendah se量劃a 1

(satu) tahun berdasark餌　peratu則　perundang-

undangan yang mengatur mengena上Disipl血PNS ,

maka P匂abat )rang Bcrwenang Menghukum merupakan

p匂abat pada instansi induk setelah dilakukan

peme轟ksaan.

(4) Pemehksaan dan pe巾atuhan Hukum狐Disiplin PNS yang

me両軸ani penugasan di luar inst紬si peme正ntah menjadi

kewenangan　血stansi　血duk berdasark紬　data dan

inねmasi da正inst紬si tempat PNS yang bers紬gkut劃

menjalani penugasan.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Badan ini mulal berlaku, penjatuhan

Hukuman Disiplin Sedang be｢upa :

a.　pemotongan Tunjangan KinerJ’a sebear 25°/o (dua puluh

lima persen) se重ama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan

Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

berk瓢a sel紬a 1 (satu) tahun;

b. pemotongan Tunjangan Kinelja sebesar 25°/o (dua puluh

lima persen)　selama　9　(sembilan)　bulan,　tetap

menggunakan Hukuman DisipⅡn berupa penundaan

kenaikan pangkat se重ama 1 (sat可tahun; din

c.　pemotongan Tunjangan Kinelja sebesar 25% (dua puluh

lima persen) sel劃a　12 (dua belas) bulan, tetap

menggunakan Hukumn Disiplin berupa penumnan

pangkat setingkat lebih rendah selana I (satu) tahun,

sampai dengan peraturan pemndang-und狐gan y劃g mengatur

mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Pasal 51

(l)Hukuman Disiplin yang telah d主jatuhkan sebelum

berlakunya Peraturan Wall Kota ini dan sedang dijalani

oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2)Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang

Be京venang Menghukum atau banding administra揖kepada

Badan Per心mbangan Kepegawaian sebelum berlakunya

Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan

Peratur劃　Peme轟ntah Nomor　53　Tahun　2010　tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2010　Nomor　74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan

pelaksana紬nya.

(3) Pclangg餌an Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya

Peraturan Wall Ko血ini d紬belum dilakukan pemehksaan,

berlaku ketentuan dalam Peraturan W血i Kota ini.

(4) Pelanggaran Disipl血　yang telah dilakukan pemehksaan

sebelum bcrlakunya Peraturan Wall Ko屯ini, hasil

pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku

ketentuan dalam Pe｢atur狐Wali Kota ini.

BABXH .



RAHAS IA

SURAT PANGGILAN I/11 *)

Nama

NIP

Pangkat

J abat紬

Unit Ke重ja

untuk menghadap kepada

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran

Atas餌langsung/ Ketua鵬m Peme瓦ksa★)

*)　Coret yang tidak perlu.

**)　Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pNs yang bersangkutan.



Pada hah in王…….…

saya/T血Pe皿ehksa

1.　Nama

N量P

Pangkat

Jabatan

2､ Nana

N重P

Pangkat

Jabatan

3. dst.

RAms払

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

tanggal.…..….., bula皿..………

Sing *):

berdasarkan wewenang yang ada pada caya/ Surat Perintah*)

teぬh melakukan pc皿er址saan te血adap:

P匂abat Pe皿c轟ksa/Ti皿Pe皿er址sa *)

1. Nana

NIP

TandaTangan　:

2. Na皿

N工P

TandaTangan　:

3. Dsし



hah ……..

saya/ Tim

Nama

NIP

Pan轡kat

Jabatan

U血t Ke項a

tanggal ……...…..., bu血n.….､….,.…,.., tahun

【sa ★) teぬh皿e血kukan pe皿e宣lksaan terhadap:

BENTUK 付�ｵER�TEMPAT �'�ｵD�(u��舐�FAKTORYANG 妊�ﾙ'�ｲ�

PELANGGARAN 剩ﾔTﾔ$U$�I�D��MERINGANKAN ��U$%T�D���

Sehubungan dengan hal tersebut, disampalkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap

PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan

Hukuman Disipl血.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang皿elapo重kan

(Atas孤血ngsung/ Ketua Ti皿Pe皿ehksa),

I) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.



Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

PPK/Pejabat yang ditunjuk.............*)

当Coret y狐g tidak perlu･



bahwa untuk kelancaran pe皿ehksaa皿　terhadap Sdr･

…….….……….………,　N宣P, .……....………､　a屯s duga劃

pelanggaran disip血terhadap Pasal......., ayat......., huruf

......., angka.......瀧, Peraturan Pemelintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin Pcgawai Negeri Sipil yang ancaman

hukumannya bempa huku皿an dis車1血t血gkat berat, perlu

menetapk紬Keputusan tcntang Pe皿bebasan Scmentara dad

血gas Jabata血ya;

1. U皿dang-undang No血or 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sip血Negam;

2. Peraturan Peme重intah Nomor 94 Tahun 202 1 tentang

Disip止n Pegawa王Nege轟Sip叫

terhitung mulai tanggal...................., sanpai ditetapkannya

keputusan hukuman disip血, kare皿　ya皿g bersangkutan

diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

…, ayat …,血uⅢf …つ紬gka …･, Peぬtu則Pemer血tah No皿or

94 Tahun 202 1 tentang Dlsip血Pegawai Negeri Sipil.

Selama menjalani pcmbebasan sementara dari tugas

jabatarmya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
kepada Sdr..................., tersebut tetap diberikan hak-hak

kepegawaiamya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keputusan血i mulai berlaku pada tan擦al ditetapkan･



Keputu捜n in disanpajkan kepada yang bersangkutan

Untuk dnaksanakan sebaga- mestmya.

Ditetapkan di

pada tanggal

Atas劃la皿gsung　　　　　　　　. ★)

NAMA用..用.川.....,小用...両用用出川･

MP

Diterima tanggal...................................,

NAMA ….…...…....….…...………..……

N岬　　…..……….….…….…..…………

Tembusan Ⅴin:

1. =…..….=　….…….…….…....……;

2. Pq’abat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nana jahatan dan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

紬) Diisi sesuai kebutuhan.



..……….…………….…………….………..………….★)

C,

*)

3. ....……................................................................;



KEDUA　　: Keputus餌ini mulai berlaku pada hari keヰa ke工5 (lima

belas) terhitung mulai t紬ggal PNS yang bersangkutan

mene正ma keputusan atau hah ke重ja ke-15 (lima belas)

sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disipljn

yang diki止m ke alamatpNS yang bersangku血.

KETIGA　　: Keputusan ini disampa王kan kepada yang be重sangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapk紬di …….….….……..….

pada tangga宣　…………‥……..……

Z. Depu竜　Bidang Sistem　重n重brmasi Kcpegawai狐　Badan Kepegawai狐　Nega胞

di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

★) Tu櫨slah mama jabatan da轟p匂abat y餌g Berwenang Menghukum.



karena yang bersangkutan pada tanggal … ….i ……･…… telah

melakuk狐　perbuatan y狐g melanggar ketentuan

Pasal....., ayat …., huruf ‥…,狐gka.…‥, Peratura皿

Pemerintah Nomor 94 Tahun 202 1.



KEDUA　　: Keputusan ini mu量ai berlaku pada hari ke重ja ke-15 (lima

belas) terhitung mulai t紬ggal PNS y紬g bersangkutan

meneri皿a keputusan atau hari ke巧a ke-15 (lima belas)

s匂ak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin

y孤g dikirim ke alamatpNS yang bersangkutan･

KETIGA　　: Keputusan ini disampa王k狐kepada yang be｢s劃gkutan

untukdilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapk紬di..……………･…･･…･

pada tanggal..…..…….……….…･

2. Depu心　Bid狐g Sistem lnめrmasi Kepcgawaian Badan Kepegawaian Ncga工adi

Jakarta; dan

3. Pcjabat lain yang dianggap perlu･

★) TuHslah mama jabatan da轟Pejabat yang Berwen狐g Menghukum



★)

telah terbukti



KEDUA　　: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke重ja ke-15 (lima

belas) terhitung mulal t狐ggal PNS y紬g bersangkutan

mene｢ima keputusan atau hari ke重ja ke-15 (lima belas)

s匂ak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Dlsiplin

yang dikinm ke alamat PNS yang bersa皿gkutan.

KETIGA　　: Keputusan ini disampaikan kepada yang bers狐gkutan

untuk dilaksanakan sebaga上m狐a mestinya.

Ditetapka皿di.…..……･……..……..

pada tanggal .….……….………...…



d,　Contoh Format

Keputus狐Hukuman Disiplin Pemotongan Tu巾angan

Kmerja Sebesar 25°/o selama 6 (enam) bulan

a. bahwa berdasa｢kan hasil pemeriksaa皿.………★★),

Sdr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NIP.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, pe｢lu me垂atuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dcngan pel紬ggaran

disiplin yang dilakukannya;

e. ba.hwa berdasarkan pertimbanga皿　　sebaga上mana

dimaksud dalam hurura, huruf b, hurur c, d狐huruf

d perlu menetapkan Keputusan tentang Pe巾atuhan

Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam)

bul紬;

I. Undang-undang Nomor　5　Tahun　2014　tentang

Aparatur Sipll Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Peratu｢狐　Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor　94　Tahun　2021 tcntang Dlsiplin

Pegawai Negcri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Me両atuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan

Tu巾angan Kine宣ja sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 6 (enam) bulankepada:



Terhitung mulai t狐ggal ･･…, bul狐‥…･ tahun ･…･･

tunjangan kinel`ja Sdr. ...…….........…....., dipotong

sebesar Rp.　.…..………(……･…･……･･･………),

me垂adi Rp.　………･･…･(･…･……･……･……･ら　d狐

terhitung皿ula王　tanggal ･…, bulan ･…･, tahun ･･…,

tu可angan kine重janya dikembalika皿　pada tu可angan

kine宣ja se皿ula･

Keputusan im mulai berlaku pada hari ke工ja ke-15 (1ima臆

belas) terhitung mula上　t狐ggal PNS y狐g bersa皿gkutan

menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)

s匂ak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disip獲in

yang di出rim ke alamat PNS yang be｢sa皿gkutan･

Keputusan im disampaikan kepa･da yang be｢s狐gkutan

unしuk dilaks劃ak劃sebagaimana mes血nya･

Ditetapkan di...……….….･･…〃……

pada t狐ggal.同州.川･出川品川出川

2･ Deputi Bidang Sistem　工nfbrmasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Neg狐a

di Jakarta; din

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

★) Tulislah mama jabat紬da止P匂abat yang Berwenang Menghukum･

当　D正si sesuai kebutuhan･



e,　Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan血中angan

Kineヰa Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

Memmbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan................",),

sdr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NIP.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu me巧atuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pe量angga｢an

disiplin ymg dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim狐a

dimaksud dal劃huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d perlu menetapkan Keputusan tent狐g Pe巾atuhan

Hukuman Disiplin Pemotongan Tu巾ang紬　Kine重ja

sebesar　25% (dua puluh lima persen) selama　9

(sembilan) bulan;

1･ Und紬g-undang Nomo｢　5　Tahun　2014　tentang

Apa｢atur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawai狐Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Peme正ntah Nomor　94　Tahun　2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan

Tu巾狐gan Kine可a sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nana

NIP

P劃gkat

Jabatan

Unit Kc巧a



Rp.　.両用い･用････用(

me宣可adi Rp. .………….･･(･…･………･…………らd狐

terhltung皿ulai tanggal　…･, bula皿　…･, tahun ･…タ

tunjangan　虹neljanya dikembalikan pada tunjangan

kineヰa semula.

Keputusan ini mulai be｢laku pada hari ke巧a ke-15 (lima

belas)亡erhitung mulai tanggal PNS y紬g bers紬gkutan

menerima keputusan atau ha正　ke重ja ke-15 (lima belas)

sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplm

yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputus狐ini disampaik餌　kepada yang bers紬gkutan

untuk dllaksanakan sebagaimana mestinya･

D王tetapkan di ……･……‥…………

pada t狐g8al -甲･出川･出川･用い･･･

2. Deputi Bidang Slstem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

di Jakarta; dan

3. Pe]abat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nana jabatan dari pejabat yang berwenang mcnghukum.

坤) Diisi sesuai kebutuhan･



f.　Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tu叫angan

Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan･…･･……･･★★),

sdr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N工P.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu me叫atuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran

disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, humf b, huruf c, dan huruf

d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama臆12 (dua

belas) bulan;

1. Undang-unda皿g Nomor　5　Tahun　2014　tent紬g

Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipi重;

4. Peraturan Badan Kepegawa王an Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemenntah Nomo｢ 94　Tahun　2021 tentang Dlsiplin

Pegawai Nege正Sipil;

MEMUTus孤N :

Menetapkan :

KESATU　　‥　Me叫atuhkan hukum狐　disiplin berupa Pemotongan

Tu円弧gan Kine巾a sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 12 (dua belas) bula皿kepada:



tu可anga皿　kine寄a Sdr･ ･･…･･･…･……･……　dipotong

sebesar Rp.　...….….…〇･･(･……･･･…………････),

menjadi Rp. ….……….……(･…･……･……･…………),

dan terhitung皿ulai tanggal　…･, bulan ･…, tahun

....,　tunjangan Linerjanya dikembalikan pada

tu可angan kineヰa semula･

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima

belas) terhitung mulai ta皿ggal PNS yang bersangkutan

menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)

sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin

yang di閣rim ke alamat PNS yang bersangkut皿･

Keputusan ini disampaik狐　kepada y弧g bersangkutan

untuk d工laks狐akan sebagaimana mes寄nya･

Ditetapka皿di ……･…･･………･･･…

pada t狐ggal.出川出川出川出川同

2. Depu心　Bid紬g Sistem　工nめrmasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

di Jakarta; dan

3. P匂abat lain yang dianggap perlu･

★) Tulislah mama jabatan dah P匂abaし)rang Berwen狐g Menghukum･

★つ　Diisi sesuai kebutuhan･



h.　ContohFormat

Keputus狐Hukuman Disiplin Pembebas盆n dari Jabat狐

Menjadi Jabatan Pelaksana selana 12 (dua belas) bulan

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu me可atuhk紬

hukuman disiplin yang setimpal dengan pel狐ggar狐

disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam humf a, hu｢uf b, huruf c, dan huruf

d perlu menetapk餌　Keputusan tentang Penjatuh孤

Hukuman Disip重in Pembebasan dari Jabat紬nya

Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas)

bulan;

Mengingat‥　1･ Undang-undang Nomor　与　Tahun　2014　tent狐g

Aparatur Sipil Negara;

2. Pe｢aturan Pemenntah Nomor 94 Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peratura皿Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Peraturan Pelaksanaan Pera亡uran

Pemerintah Nomo｢ 94　Tahun　2021 tentang Dlsiplin

Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTus弘N :

Me可atuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari

jabatannya me巾adi jabatan pelaksana selama 12 (dua

belas) bulan kepada:



karena yang bcrsangkuta皿pada t劃ggal ･･･…･･･………

telah mela長uka皿　perbuata皿　　yang mela皿ggaェ

ketentuanpasal ….., ayat …_, huruf.･…, a皿gka ･･…･,

Peratur劃Peme｢intah Nomor 94 Tahun 202 I.

KEDUA　　: Terhitung mulai ta皿ggal　…〇･･, bulan ･……,

Tahun……., Sd｢‥..…………･･･…･……, yang semula

dibebaskan men]adi jabatan pelaksana.

Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian

dariSd｢.……‥………disesuaikan deng狐jabatan terbaru･

Peng紬gkatan dala皿　jabatan yang baru dalam r狐gka

pembebasan dari jabat紬nya me垂adi　｣abatan

pe量aksana,　ditetapk紬　dengan keputusan te｢sendiri

sesua王dengan ketentuan peratur狐pemndmg-undang劃･

Keputusan ini mulai berlaku pada ha｢i keヰa ke-15 (lima

be重as) terhitung mulai tanggal PNS yang be｢sangkutan

menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)

s匂ak tanggal diterimanya keputusan Hukum紬　Dis王plin

yang di瞳轟m ke alamat PNS y狐g bers狐gkutan･

Keputus劃ini disampaikan kepada y弧g be｢sangkutan

untuk dilaksanak狐sebagaimana mestinya.

Ditetapk狐di..…….…………･……‥

pada t劃88粗･･出川･用･出向時申出･･･

2. Deputi Bidang Sistcm lnformasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

di Jakarta; dan

3. Pcjabat la血yang dianggap pcrlu･

*) Tulislah nana jabatan dari Pejabat yang Bervenang Menghukum.



9.　Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penu重unan

jabatan setingkat lebih rendah se賞ama 12 (dua

belas) bulan

d. bahwa untuk menegakka皿disiplin, pe｢lu me巾atuhkan

hukuman disiplin yang setimpal deng紬pelanggaran

disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan per寄mbangan scbagaimana

dimaksud dalam hurura, hurur b, hurur c, d劃huruf

d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin penurun紬　Jabatan Setingkat

Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

4. Peraturan Badan Kepegawai狐Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Peratur紬　Pelaksanaan Peratu｢an

Pemcrintah Nomor　94　Tahun　2021 tentang Disiplin

Pegawai Nege｢i Sipil;

MBMUTUSKAN :

Me可a亡uhkan hukuman disiplin berupa Penumnan

jabatansetingkat lebih rendah selama 12 (dua be宣as) bul紬



ka重ena y狐g bers劃gkutan pada ta皿gg血....…….…….…

te量ah melakukan perbuat狐　　y狐g melanggar

ketentuan Pasal .…, ayat ...., huruf ...., angka .…,

Pe｢aturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202 1.

: Terhitung mula王　t紬ggal …..., bulan　……., tahun,

Sdr‥............‥...., yang scmula menduduki jabatan

....................... diturunkan menjadi jabatan............

: Atas penurunan jabatan te｢sebut,　　hak-hak

kepegawaian dari sdr..….disesuaik狐　dengan jabatan

te重baru.

: Pengangkatan dala皿　jabat紬　yang baru dalam rangka

penuruna皿　jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan

dengan keputusan tersendiri sesua上　ketentuan peraturan

perundang-undang紬.

: Keputus紬ini mulai be｢laku pada hari ke寄a ke-15 (lima

belas) terhitung mulai ta皿ggal PNS y狐g bersangkutan

menerima keputusan atau ha正　kerja ke-15 (lima belas)

sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplm

yang dikirim ke alamat PNS yang bers紬gkutan.

: Keputus紬ini disampaikan kepada yang bers紬gku亡紬

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapka皿di …･･…･･･…･…･･…･･･…

pada t狐ggal両.用用.同値･.･･･出川･･

2, Depu心Bidang Sistem lnfbr皿asi Kepegawaian BKN di Jaka正a; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

★)皿止slah na皿jabatan da止P匂iabat yang Berwenang Menghukum･



..….…………….…………………………..…….….つ

C.

★)

3. ..…........……..........................…...,…....….......……...･.･;



Kepada Pegawai Nege正Sipil te｢sebut dalam Diktum KESATU,

diberikan hak-hak kepcgawaian sesuai dengan ketcntuan

peraturan pemndang-undanga皿･

Keputusan ini mulai bcrlaku pada hari ke轟a ke-15 (lima

belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkuta皿

menerima keputusa皿atau ha轟ke暮ja ke-15 (lima belas) s匂ak

t狐ggal dite｢imanya keputusan Hukuman Disiplin yang

dikirim ke alamat PNS yang bersangkut狐.

Keputusan ini disampaikan kepada y劃g bcrsangkutan untuk

di看aks狐akan sebagaim紬a mcstinya･

Ditetapkan di ……………………

pada tanggal ･………･……･･･…‥

2. Dcputi Bidang Sistem lnformasi Kepegawaian Badan Kepegawaian

Negaradi Jakarta; din

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nana jabatan darn Pejabat yang Bervenang Menghukum



d. bahwa untuk menegakk紬　　disiplin,　　perlu

menjatuhkan hukuman disiplin yang se心mpal dengan

pel紬ggar狐disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimb紬gan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, hu｢ur b, huruf c, din

huruf d pe｢lu menetapkan Keputusan ten亡ang

Pe可atuhan Hukum狐　Disiplin Penurunan Kelas

Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat :　1. Undang-Undang Nomor　5　Tahun　2014　tentang

Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun

2022　tentang Pe｢atu｢a皿　Pelaksanaa皿　Peratu｢狐

Pemerintah Nomor　94　Tahun　2021 tent餌g Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menjatuhk狐hukuman d宣siplin berupa penurunan

kelas jabatanselama 12 (dua belas) bul紬kepada:

N劃a

NIP

Pa皿gk a臆t

J abatan

Unit Ke重ja



Terhitung mulai tanggal･…････,bulan･････…,tahun･…･･ ,

Sdr‥….……..……., yang semula menduduk王　kelas

jabatan… ….……..…………･. diturunkan menjadi kelas

jabatan.用･〇･･同時･用･甲･用

Atas penurunan kelas jabatan tersebut,　hak-hak

kepegawaia皿da｢i sdr　　, disesuaikan deng紬　kelas

jabatan te｢ba｢u.

Keputusan ini mul糾berlaku pada hari ke巾貧ke-15 (lima

belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan

menerima keputusa皿　atau hari ke章ja ke-15 (lima beしas)

s匂ak t紬ggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin

yang di虹rim ke al劃at PNS yang bersangkutan･

Keputusan ini dismpaikan kepada yang bersangkutm

untuk dilaksanakan sebagaima皿a mestinya.

Ditetapka皿di.…..………….･…･

pada tanggal ….……･……･･……

2. Depu心Bidang Sistem ln宣bmasi Kepcgawaian BKN di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)　Tulislah mama jabatan dari pcjabat yang Berwenang Menghukum.



2. Pejabat lain yang dianggap p�&ﾇR�

*) Tulislah nana jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.



P巴GAWAI Dinas/Bad劃/Ba産an/Kecamatan　∴…

Pe五〇de

(Januari - Maret / Aphl-Ju ni/J u li- September/ Oktober-Desember)

No. ��W&ﾖ�6�ﾆ�����雌ndak虫垂ut 

1. dst i �� 

Kepala Perangkat Daerah,

( ttd)

N AMA

P狐gkat/ Col / Ru ang

NIP


